
CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 300 TAHUN 2O2s

,I'EN'I'ANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
1OO.3-3.1/26s TAHUN 202s TENTANG PEMBENTUHAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU

TAHUN 2025 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. ba-hwa dengan adanya perubahan susuntrn
keanggotaan Tim pelaksana kegiatan program
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025
di Provinsi Papua Tengah, perlu meninjau kembali
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/
265 Tahun 2O25 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu Tahun 2025 d,i Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksr,rd dalam huruf a, perltr menetapkan Kepntusan
Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan
Cubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/265 tentang
D^-.l-^-.,,1.^- 'r;-^ D6l^1.-^-^ t.--;^.^- D-^-^-I I \'6' urri
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2O25
di Provin si Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bag Provinsi Papua (kmbaran
Negara Republik indonesia Tahun 2OOi iiomor i35,
Tambahan Ixmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2i Tahun 20Oi lerita.rrg Otunotrii Kliustrs Bagi
Provinsi Papua Tengah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor f 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Mengingat I

2. Undang-Undang..... / 2
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2. Undang-Unciang Nomor 6 Tahun 2Oi4 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhA dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2O24 tentang Perubahan Kedua Atas ijndang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan
lcmbaran Negara Republik Nomor 6856];

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lrrnbarau Negara Republik Indonesia Nom<.rr 560 ii
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Unciang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ter.tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lerr^baran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4i, Tambahan kmbaran Negara Repubiik
Indonesia Nomr:r 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022
tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
ll --l-.'-^- \16--r^ D--' 'l-l:1, I-,1^6--;^ T^Ln- On O,
tr,,!rrr.J<!.Jr r!16@q
Nomor 158, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelc'laan Keuaugan Daerah (lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2019 Norror 42, Tambaliarr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah . .. / 3



Menetapkan

KESATU

.,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 23a, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 'l O6 Tahun 2O2 I
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O25 Nomor 163);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun
2022 ten'rang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Ai-i-;-r-^-.i IZa---,lr!Arrl.^h zl^h Dan^6t-t^6 q;6;l

.\llJ9lluuug!\uvlYll'

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2022 Nomor 19);

10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor
1OO.3.3.1/265 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
kegiatal Program Transformasi Ekonomi Kanapung
Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Merubah l,ampiran Keputusaa Cubernur Papua Tengah
Nomor 100.3.3.1/ 265 tentang Pembentukan Tim
D-l^t.-a-^ t:aaiatan Dr71,f2rvl Tr-ansfnrrrraei EkOnOfffi$!6rq14r

Kampung Terpadu Tahun 2O25 di Provinsi Papua Tengah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../4
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KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2O2l

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

G, S.H., M.H.

I. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan lvestasi Desa dan Daerah
Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertJnggal
di Jakarta;

2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi PapuaTengah di Nabire;
5. Kepala RapJrrida Provinsi Paprta Tengah di Nahire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tcngah di liabii e.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3. i i 3OO TAHijN 2O2s
TENTANC
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENCAH NOMOR 1OO.3.3.11265
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
r r-Lau\r).lllal A-D(,L.t I n l\ fKtjtrl(Alvl
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG
TERPADU TAHUN 2A25 DI PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

KETUA TIM PELAKSANA Albertus lyai, A.Md.

l, a;f e,,LL-- s qTD!,r\r\DnItTA'rr\E, EtIn a lI/_!

MONITOzuNG, EVALUASI, DATA,
DAN GENDER EQUALITY AND
soclAl, INCLUSTON (GESI] FOCAL
POINT;

PE"TABAT PEMBUAT KOMITMEN : Yeremias Mote, S.STP., M.IP.
(PPK)

BEtr-DAHARA Irwando Rumbekwan, S.IKOM.

n-- AL,l.,l Lt^n:,1 lf trr-,.,t'. arl.,rlrJ.rPAJABNT PENCADAAN

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
TAH

dengan aslinya
HUKUM

G, S.H., M.H.
2002t21oo2


